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Menirnbang:

Mengingat:

KEP UTU S AN D IREKTUR POLITEKNIK NEG ERI BANDI.JNG
NOMOR 27 | S{PL I tKP /20 | 4

TENTA}.IG
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIISN

POLITEKNIK NEGERI BANDI.'NG

DTREKTTJR POLITEKNIK NEGERI BANDUNG,

c.

l.

2.

bahwa Politelcrik Negeri Bandruqg, dalam rangka pelalcsanaan tugas
pokok dan fungsinya, memerlukan dukrurgan Tenaga Kependidikan
yang berperilaku profosional dan lerperaaya;

bahwa untuk memberikan pedoman sikap, psrilaku" dan kepribadian
Tenaga Kependidlkan yang profesional dan teqpercaya sebagaimaoa

dimaksud pada penimbangan huruf $ porlu menetapkan Kodc Etik
Tenaga Kependidikan Politeknik Negeri Bandurg;
Lnhwa berdasarkan pertimbangan huufb, porlu monerbitkan kcputusan.

Undang-undang Republik tndonesia Non:or 8 Tahur 1974 tentang
Pokok- Pokok Kepegawai an;

Undang-rurdang Republik lndonesia Nomor 28 Tahrur 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional ;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahur 2004
t€ntang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahur 2010
tJenta.ng Perubahan terhadap Peratuuan Pemerintah Nomor 17 Tahun
20 I 0 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 53 Ta]run 2010
tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Republik [ndonesia Nomor 46 Tahur 201I
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
l3l Tahu 2002 tnotang Organisasi dan TaIa Kelola Politelsrik Negeri
Bandung;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik lndonesia Nomor 3
Tahur 2006 tentang Statuta PoliteknikNegeri Bandwrg;

A.'.

7.

9.



10. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indoncia Nomor 6l rahun
2008 tentang Mekanisrnc pcnjanrlran Huhrman Disiplin yang
Merupakan Kewenangan Menteri rerttadap pogauni Nogpri siprl di
Lingkungan Departomon Psndtdlkan Naslonal;
Keputusan Menteri Pendldikan dan Kebudayaan Fcpublik lndoDosia
Nomor 7 lMD/ A4,Z4KP n0 I 0 Entang pengangksran Einalon politoknik
Negeri Bandung;
Peraturan Menrcri Pendidikan dan Kebudayaan Rcpublft Irdonosia
Nomor 16 Taturn 2012 lentang Kode Etik pegawai di Linglangan
Kemcnterian Pondidikan dan Kebudayaan;

zusalah Rapat Pleno senar Politcknik Negeri BandungTmggsl n Mel
20t2.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKMK NEGERI BA}IDUNG
TENTANO KODE ETIK TENAGA KEPENDIDII(AN POLITEKNIK
NEGERI BANDUNC.

Menetapkan Kode Etik renaga Kependidikan politeknik Negeri Bandung
sebagaimana tercanilm pada Lampiran I ke,ptrusan ini.
Kode Etik Tenaga Kependidikan ini menrpakan bagian dari rara Tertib
Pegawai Politeknik Negeri Bandung yang hanu dipatuhi.
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bandtrng
pada tanggal 3l Desember 2014

DIREKTUR POLITEKMK NECERI BANDUNG,

I l.

t2.

Memperhatikan:

Menotapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

AHJONO



LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI BA}IDUNC
NOMOR z7l&tPLtKPnU4
TANGCAL 3I DESEMBER 2OI4
TENTAI{G KODE ET[( TENACA KEPE}.IDIDIIGN
POLITEKNIK NEGERI BA}IDUNG

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN
POLTTEKNIK NEOERI BANDWC

BAB I

KETENTUAN UMTJM

Pasal I

Dofinisi

Dalam Kepun:san ini yang dimaksud dengan:
a- Direknr adalah pemimpin tertinggi Politeknik Negeri Bandung (Polban) yang berwenang dan

bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Polban;
b. Etika merupakan pedoman kepanrtan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apayang

harus dilakukan;
c. Kode Etik Tenaga Kependidikan Polban adalah serangkaian norrna-norrna yang mernr-lat hak

dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sbagai pedoman berfikir,
bersikap, dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari yang menunh.rt tanggung jawab seorang
Tenaga Kependidikan;

d. Mahasiswa adalah seseorang yang t€rdaftar dsn sedang mengikuti progam pendidikan di
Polban.

e. Majelis Kode Etik adalah lembaga non stnrlnral di Politeknik Negeri Bandtrng yang dibennrk
oleh Direknr yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan
pelanggaran Kode Etit

f. Pelanggaran Kode Etik ndalatr segala bentuk ucapan, tulisaq atau perbualan Tenaga
Kependidikan yang bertentangan dengan Kode Etik;

g. Politeknik Negeri Bandung yang selanjutrrya disebut "Polban" ad"lah perguruan tinggi yang
diselenggarakan Kementerian Rise! Teknologi, dan Pendidikan Titrgg Republik Indoncsia
yang berada di bawatr dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi Republik lndonesi4 dan secara fi.rngsional dibina oteh Direknr Jendcral
Pembelaj aran dan Kemahasiswaan;
Pejabat Berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang bcrwenang
menghukum atau Pejabat lain yang ditunjuk.
Sanksi moral yang selanjutnya disebut sanksi adalah pemyataan pejabar yang berwenang
lentang adanya pelanggaran Kode Etik.



i' Tenaga Kependidikan Polban adalarr tenaga/pegawai slain Doscn yang bkcrja pada polbarl
berttrgas melaksanakan arlminis6*i, pengelolaan, pcngembangaa p"rg",,**rt da'
pelayanan teknis untuk menuiang proses pendidikan, penelitian a- p-rg"uaa1 keeads
masyarakat di Polban.

k' Tenagla Kependidikan Folban meliputi Tenaga Kependidikan pogawai Nogcri stFl (pNg)
Polban' Calon PNS Polban' PNS yang dipekerjakar/dipo'rbantukan paaa pluaru pNs lain
yang sedang mergikuti pendidikan dan/atau pelarihan di lingtongan polban; dar/atau Tenaga
Kopendidikan Non pegawaiNegeri sipil di llnglomgan polban

Pasal 2
Mlai Dasar Budaya Kampw polban

Masyarakat Polban adalah masyarakat kampus yang ingin mewqiudkan nilai bdaya alodemis
yang bermoral, maju' peduli kepada linglcngaa menjunjr:ng kcpribadian bangsa den selalu
berupaya serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan pendidikaq penelitian,
pemanfbatan ilmu pengetahuan dan teknologi t€rapan sehingga menghasiil€n karya-lorya yang
bermanfaat untuk meningkatkan peradaban dan kesejahtcraan masyarakat Indonesia

Pasal 3
Nilai-Nilai Dasar hibadi

Nilai-nilai dasar pribadi yang hanrs dijunjung tinggi oteh Tenaga Kependidikan polban melip,ti:& keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Mata EsA
b. kesetiaan dan ketaatan kepada Fancasila dan Undang-undang nasar | 945;c. semangatnasionalisme;
d' semangal unnrk mengutamakan kepentingan negar4 bangsa dan instansi d.i aras kepentingan

diri sendiri, seseorang arau kelompok;
ketaatan terhadap hukum dan peranrran perundangan;
penghormatan terhadap hak asasi manusi4
kepatuhan terhadap nonna yang berlalcu;
dtrkungan kepada dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pernanfaatannya bagi
kehidupan;
sikap tidak dislaiminatit
semangat pelayanan prima

BAB II
KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKA}T

Pasal 4

Ruang Lingktrp Kode Etik

(l) Dalam pelaksanaan tugas dan bersikap dalam kehidupan sehari-trari, setip Tenaga
Kependidikan Polban wajib berpedoman pada Kode Etik Tenaga Kep€ndidilen polban
sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ini dengan mengacu pada nilai-nilai dasar pribodi.

e.

f.

g.

h.

i.
j.



@ Kode Etik Tenaga Kependidikan polban melipdi:
a- Etika terhadap diri sendiri;
b. Etika terhadap sesatna pegawai;
c. Etika terhadap Mahassisw4
c. Etika dalam berorganisasi;

d. Etika dalam bermasyaralog dan
e. Etika dalarn bcrnegara

Pasal 5

Etika terhadap Diri Sendiri

Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:
a. meqialankan ibadah sosuai agama/kepercayaan masing-masing dan mcr{urjtrng tinggi nonna

agama yang dianutny4
b. mcriunjung tinggi kcltonttat'|lt burgsa dan negar4 serta kewlbawaan dan nama baik polban:
c. benikap santun dan positif dalam porkaraan dan porbuoton sotnri-haril
d. bersikap obyektif, prcifesiorul dan mengupayakan cara tcrbaik menurut kemampuannya sena

penuh dcdikasi, disiplir; dan kearifan dnlanr nrelaksanakgn pclayanan dan melaksanakan
tugas;

e. bersikap proaktifdan inisiatifdalam mengembangkan kemampuan dan mernpeduaq wannasan
diri;

f. menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuaran;
g. menolak pemberian dalam bentuk apapun di luar kaentuaru yang berkaitan serta

mempengaruhi baik langsung atau tidak langsung dengan pelaksanaan tugas.
h. menghindarkan did dari keterlibatan dalam kegiatan yang tidak bermanfaag
i. memegang teguh ratrasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan tranrs

dirahasiakan;
j. menjaga dan mernelihara seluruh sarana dan prasarana kebersiharl kaertibaru kenyarnanan

dan keamanan di lingkungan Polban serta mernanfaarkannya sesuai dengan perahmn
perundangan;

k. menolak nrgas yang menurut sifatrya dapat menimbulkan konflik kepentingan, kohrsi,
korupsi dan/ alcru nepotisme;

l. menjaga kesehatan dan kepantasan busanq
m. menghindari perbtratan asusila atau perbuatan lain yang menrsak nama baik atau merugikan

dirisendiri.

Pasal 6

Etika terhadap Sesama pegawai

Etika terhadap sesarna pegawai Polban diwujudkan daram bentuk:
a. menghormati agarna dan kepercayaan yang dipeluk oleh pegawai lainnya dan memberikan

toleransi untuk menjalankan ibadah dan melaksanakan norma agama yang dipeluknya



g.

h.

i.

j.

b' menjalin kerja sama yang baik dan sinergis dengan atasarq bawatnrr, dan r€kan kcrjq s€rta
saling membantu unnk melaksanakan tugas dalam suasanayang kondusif

c' saling menghormati sesatna pegawai pada saat dilayani dan melayani dalam ranglo
kedinasan;

d' menghargai pendapat orang lain dan terbuka dalam menerima pendapd serta laitik dan saran
dari sesama pegawai;

e. menghargai hasil karya dan prestasi yang dicapai scsama pegawai;
f. berkomunikasi dengan bahasa dan perilaku yang sopan, tidak menggrrnakan kekerasan atart

merendahkan sesama pegawai;

saling mengingatkan sesarna pegalvai untuk tidak melalarkan pelanggran;
menghindarkan keterlibatan diri dari peke{aan atau tugas yang mqrytebablgn konflik
kepentinga4 korupsi, kolusi dan/atau nepotismc;
menjaga, menjalin dan memelihara rasa solidaritas, rasa persatuan dan lcesaran;
menghindari perbuatan yang menrsak nama baik alau merugikan sesama pegaurai polban-

Pasal 7

Etika terhadap Mahasiswa

Etika terhadap malusiswa diwujudkan dalam bennrk:
a. menghormati agama dan kepercayaan yang dipeluk oleh mahasiswa, dan mernb€rikel

toleransi unnrk menjalankan ibadah dan melaksanakan norrna agama)4ang dipeluknya
b. memberikan pelayanan yang proGsional, adil, obyektifi aan beruientasi pada ryaya

peningkatan kualitas mahasiswa;

benikap terbuka dan memberikan informasi akurat yang dibunrhkan rnahasiswa;
bersikap mendidik, mengayomi dan tanggap terhadap keadaan darurat mahasiswa;
menghargai pendapat dan terbuka dalam menerima pendapat serta hitik mabasiswq
menghargai hasil karya dan prestasi mahasisw4
berkomunikasi dengan bahasa dan perilaku yang sopan, tidak menggr:nakan kekerasan aag
merendahkan mahasiswq

h. senantiasa mengingatkan mahasiswa untuk tidak melakukan pnlanggaran;
i. melindungi dan menghindarkan mahasiswa dari penyalahgunaan unn:k kepentingan pribad!

kelompok, atau golongan;
j. senantiasa menjadi teladan yang baik bagi mahasiswa dotam berskap sehari+ari.

Pasal 8

Etika dalam Berorganisasi

Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:
a. memahami dan menjunjung tinggi visi dan misi polban;

b. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawab dan sumpahjabaan;
c. mematrami struktur organisasi dan menghormati otoritas hirarki kepemimpinan;
d. memegang teguh rahasia organisasi polban;

c.

d.

e.

f.
g.



e. mematuhi peraturan perundangan dan regulasi internal yang bedaku dalam melaksanakan
tugas;

f. membangun suasana kerja yang penuh semangat, inovatif dan visioner;

E, memberikan pelayanan prima kepada pengguna tayanan;
h. mematuhi peranran disiplin kerja yang berlaku;
i. menyampaikan laporan kepada atasan tentang perkembangan dan permasalaban yang trdadi

dalam pelaksanaan pekerj aan;
j. memberikan supervisi dan asiseirsi kepada bawahan;
k. memberikan data dan informasiyang benar;
l. melaksanakan koordinasi dengan tim kcrja untuk hasil yang maksimal, cfclti{, dan cffsien;
m. mengedepankan musyawarah kerja dalam menyelesaikan permasalaha& dan menjunjgng

tinggi hasilnya
n. menerima dan melaksanakan keputusan pemimpin instansi dengan sikap positif dan p€nub

tanggung jawab;

o. tidak memanfaatkan Polban untuk kepentingan pribadi atau kelompok

Pasal 9

Etika dalam Bermasyarakat

Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam benn*:
a. menghormati agatn4 kepercayaan, adat istiadat dan budaya yang tumbuh di masyaraka drr

memberikan kesempatan kepada penganutnya unnrk melaksanakan aktivitas keagamaan atau
kebudayaan yang dianutny4

b. bergaya hidup wajardan mengutamakan kesederhanaan;

c. mengemhangkan sikap tenggang rasa kepada sesarra anggota masyarakat;
d. tidak melalcrkan dan menghindarkan diri dad kegiatan yang tidak bemanfaag
e. menjadi penggerak alaivitas kernasyarakatan yang positif;
f. menjadi teladan dalam menghidari dan menolak aktivitas kemasyarakatan yang negatif;
g. meqjaga kebersihan dan kelestarian alam;
h. berjiwa sosial.

Pasal I l
Etika dalarn Bernegara

Etika dalam bemegara diwujudkan dalam bentuk:
a. mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sccara konsisten dan konsclaren;
b. menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik lrdonesia;
c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
e. memperkokoh persatuan dan kesanran bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik

Indonesiq



g.

h.

i.
j.
k.

l.

f. menggunakan keuangan Negara dan barang milik Negara sesr:ai kaenaran pqraaran
perundangan;

mematuhi dan melaksanakan peraturan perundangan;
berpetan aktif dan memberikan konribusi positif bagi pernbagunan bangsa dan Ncg3ra;
memegang teguh rahasia Negara;
mejaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggrrng jawab;
menjaga dan menggunakan fasilitas urnrxn dengan baik sesuai peruntt kannya-

BAB III
PENEGAI(AN KODE ETIK TENACA KEPENDIDIKANI

Pasal 12

Majelis Kode Etik

( I) DLeknr mernbentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan adanya pelang8amn Kode
Etik;

(2) Keanggotaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjilterdiri dari:
a I (satu) orang Ketua merangkap anggota;
b. I (satu) oftrng Sekretaris merangkap anggot4 dan
c. Paling sedikit 3 (tiga) oftlng anggora-

(3) Majelis Kode Etik diangkat oleh Direktur dengan menerbitkan Keputr:san

Pssal 13

Tanggung Jawab dan Tugas Majelis Kode Etik

( I ) Ketua Majetis Kode Etik bertanggungjawab dalam melalcrkan pernanggilan pegawai yang
dilaporkan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan memimpin pelaksanaan
pemeriksaaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etilc

(2) selaetaris Majelis Kode Etik bertanggungiawab dalam melakukan surar-m€n)4rrat dan
pencatatan terkait pelaksanaan perneriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik

(3) Anggota Majelis Kode Etik bertanggung jawab membantu Ketua dalam pelaksanaan
pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik.

(4) Majelis Kode Etik bertugas:

a' Merneriksa Pegawai yang disangka melahrkan pelanggaran Kode Etik yang dituangkn l
dalam Berita Acara pemeriksaan;

b. meminta keterangan dari pihak lain atau pejabat lain yang dipandang perlu;
c' mendengarkan pembelaan diri dari Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode

Etik;
d' memberikan rekomendasi pembinaan dan/ant sanksi kepada pejabat pembina

Kepegawaian atau pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat lain yang din juh
paling rendatr pejabat strukturar eseton IV mengenai pemberian sanksi;

e' menyusun laporan hasil pemeriksaan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik
yang dituangkan dalam Laporan Hasil pemeril$aan.



(l)

Q)

(3)

(4)

(s)

Pasal 14

Syarat dan Masa Tugas Mqjelis Kode Edk

(l) Jabatan atau pangkat anggota Mojolis Kcxlc Etik tidak boloh lebih rendah dsri jabdqn otau
pangkar Pegawai yang diperiksa karena disangka melanggar Kode Etilc

@ Masa tugas Majelis Kode Etik berakhirpada saar setesai dilakukanpelaporanpernerilcsaan
pelanggaran Kode Etik.

Pasal 15

Prosedur Kerja Majelis Kode Etik

Dugaan terjadinyapelanggaranKode Etik diperoleh dari pengadtsrtcrirliskepadseresan
Pegawal atau temuan langsung at^eqan pogawai;

Saiap Pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelangg;aran Kode Etik meriyampaikan
pengaduan kopoda aroson pegawai yang diduga melakukan pla'ggarun
Penyampaian pengaduan scbagairnaru dirnuksud pada ayat C2) dilakukan secara tertulis
dengan menyebutkan dugaan pelanggaran yang dilahrkarL bukti-buLti, dan identitas pelapor.
Setiap arasan Pegawai yang menerima pengaduan sebagaimana dimarsud pada ayu 1i1 wa;iu
meneliti pengaduan tersebut dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
Atasan Pegawai yang mengetatrui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik wqiib meneliti
pelanggaran tersebut

(6) Dalam melakukan penelitian atas dugaan petanggaran Kode Etih at'san pegau/ai yang
diduga melakukan pelanggaran secara hirarki wqiib menenrskan kepada pejabat pembina
Kepegawaian.

(7) Atasan Pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4),ayat
(5)' dan ayat (6) dianggap metakr:kan pelanggaran Kode Etik dan dikenakan sanksi moral
yang sama dengan pegawai yang diduga melanggar Kode Etik

(8) Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik wajib memenrhi panggilan M4ielis
Kode Etik.

(9) Pegawai yang diperiksa oleh Majelis Kode Etik berhak rnendapatkan kesempatan trntuk
memberikan pembelaan diri aus pelanggaran Kode Etik yang dituga dlakukannya

(10) Apabila pegawai yang akan diperiksa tidak memenuhi panggilan Mqietis Kode Etik tanpa
alasan yang salL maka dilalarkan pemanggilan kedua sampai ketiga pmggilan ditnngkan
dalam surat Panggilan dengan contoh formar sebagaimana tercantum Larnpiran yang
merupakan bagan tidak terpisahkan dari peranran ini.

(l l) Apabila sampai pemanggilan ketiga pegawai yang akan diperiksa tidak hadir maka
pemeriksaan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi hzte$elis
Kode Etik.

Pasal 16

Pejabat yang Berwenang

(l) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah pejabat pernbinaKepegawaian.
@ Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat mendelegasikan kewenangannya

kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat stnrknral eselon rv.



Pasal 17

Sanksi

(l) Setiap Taraga Kependidikan yang terbLrkti melakukan pelanggaran Kode Etik dftenskffr
sanksi.

(2) Sanlsi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
a- kewajiban menyampaikan permohonan maaf dituangkan dalarn Stnal Pcrnyataan

Permohonan Maaf dengan mntoh format sebagaimana tercantun dalam t-ampiran tr.a
Peraturan ini;

b. kewqiiban menyampaikan pemyaiaan penyesalan dituangkan dalam Sura Pernyataan
Penyesalan dengan contoh format sebagaimana tercanturn dalam Lampian II.b
Perahran ini; dan/atau

c. kewajiban menyampaikan pernyataan sikap bersedia dijanrtri hulcunran disiplin
bendasarkan ketenhran peraturalt perundang- apabila mengulangi
perbtutannya atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya yang ditr:r"ngksn dalam
Surar Pemyataan Sikap dengan contoh formar sebagaimana tercanhrn I-ampiran II.c
Peraturan ini.

(3) Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaiksn secara tertulis dan
bermeterai kepada pejabat yang berwenang.

(4) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengumumkan sanl$i
secara terbuka melalui forum pertemuan resmi, upacara bendcrq papan pengumumaD, media
nvssa; dan/arau forum lain yang dipandang perlu untuk itu, atau dengan pertimbangan
tertentu dilalukan secara tertutup yang dilaktrkan dalam ruangan tertuhlp dan hanya dikeahui
oleh pegawai yang bersangkrran dan pejabat lain terkait pengumuman tersebuq dengan
contoh format sebagaimana tercantum Lampiran II.d Peraruran ini.

(5) Apabila pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimakrud
padaayat (l) tidak bersedia melaksanalcan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
telah ditetapkan kepada Pegawai yang bersangkutarL maka diusulkan kepada pejabat yang
berwenang untuk tetap mengumumkan sanksi.

Pasal 17

Hukuman Disiptin bagi Pegawai Negeri Sipil

(l) Hasil pemerilsaan pelanggaran Kode Etilq rekomendssi lv{ajelis Kode Etilq Sanksi Kode
Etilc dan tindak lanjut pegawai atas sanksi Kod€ Etik dapat dijadikan baban pcriatuhm
hukuman disiplin atas pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil apabila pegawei yang
dijatuhi sanksiadalah PegawaiNegeri Sipil atau Calon Pegaurai Negeri Sipil.

@ Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi sanksi moral tidak
menutup kemungkinan untuk dijatuhi sanksi lain sestrai peraturan penrn&ngan yang Haku
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.



BAB ry
KETENTUA}I PENUTUP

Pasal l8

Kode Etik Teruga Kependidilon ini berlahr sejak dit€taplcrL

Ditctapkan di Bardung
pads tanggal 3l Descrnbcr 20la

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BAI{DUNG,

r 96003 l 61 987t01



LAMPIRAN II.a KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NECERI BAI.IDUNG
NOMOR z7t8,tPLt/IKPn0t4
TANGGAL 3 I DESBMBBR 2OI4
TENTAI{C KODE ETIK TENAOA KEPE}.TDDII(AN
POLMKNIK NEGERI BAi.TDI.JNG

SURAT PERI\ryATAAI{ PERMOHONAI.I }vtAAF
Nomor .......... a)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

Pangkat/Golongan Ruang

Jabahn

Unit Kerja

dengan ini memohon maaf atas perbuatan saya berupa ... c), yang telah
melanggar Pasal . huruf . .... . d) Peraturan Direkhn Politeknik Negeri Barrdr:ng
Nomor .... Tahun

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagt tersebut

Dernikian, permohonan maaf ini saya buat dengan sesungguhnya

MP



PETLINJUK PENGISI.AN

a) Nomor Surat Pemyataan

b) Identitas pembuat pernyataan

c) Pelanggaran kode etik yang dilalarkan

d) Pasal dan hunrf yang dilanggar

e) Tompat dan tanggal pombuatari surat pernyaban

f) lvlaterai Rp 6000,-

s) Nama dan NIP pembuat pemyataan



LAMPIRAN TI.b KEPUTUSA}.I DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI BAI.IDUNG
NOMOR 27t8nLt/I(jPnol4
TANGGAL 3 I DESEMBER. 2OI4

TENTANG KODE ETTK TENAGA KEPENDIDKA}I
POLITEKNIK NEGER I BA}.TDI,JNG

SURAT PERI.IYATAAI I PEI.IYESALAII
Nomor ...................a)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

PangkaVGolongan Ruang

Jabatan

Unit Kerja

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa ssya menyesal atas perbuatan sayaberupa c), yang telah melanggar Pasal ......huruf ...... O Peraiuran Dircktur
Politeknik Negeri Bandung Nomor .......Tahun...

Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Y;il;;;il;;il;: '"" e)

D

NIP
"""""""" s)



PETUNJUK PE}.IGISI,AN

a) Nomor Surat Pernyataan

b) Identitas pembuat pernyataan

c) Pelanggaran kode etik yang dilakukan

d) Pasal dan hurufyang dilanggar

e) Tempat dan tanggal pembuatan surat pernyataan

f) Materai Rp 6000, -

s) Nama dan NIP pembuat pernyataan



LAMPIRAN II.c I(EPUTUSAN DIREKT1JR
POLITEKNIK NEGERI BAI.IDIJNG
NOMOR 27t8lPLvK'n0t4
TANGGAL 3I DESEMBER 2OI4
Tgl.l'tAt{O KODB gnK TENAOA KEPBI.IDDIK l.t
POLITEKNIK I€GERI BAI.{DI,'NG

SURAT PER}.ryATAAN SII(AP
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIP

PangkaVGolongan Ruang

Jabatan

Unit Kerja

...... b)

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menyesal atas perbuatan saya berupa
.....c), yang telah melanggar Pasal ...... huruf ..... d) Peraturan Direktur Politeknik

Negeri Bandung Nomor .... Tahun .... Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan
tersebut atau melakukan pcrbuatan lainnya yang molanggar kodo otik. Apabila saya
melakukan hal tersebut, saya bersedia untuk dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan
peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

'............... ..........-.. e)
Yang membuat pernyataan,

n

MP



PETUNJI.'K PENGISI.AN
a) Nomor Surat Pernyataan

b) Identitas pembu_at pernystaan

c) Pelanggaran kode etik yang dilakukan
d)

e) Tempat dan tanggal pembuatan surat pornystaan

0 Materai Rp 6000, -

s) Nama dan NIP pembuat pernyataan



LAMPIRAN II.d KEPUTUSAN DIREKTT'R
POLITEKNIK NEGERI BAI{DI.'NC
NOMOR z7t&nLtfi<Pnw4
TANGGAL 3I DBSBNBER 2OI4
TENTANO KODE BTIK TE\TAGA KEPE}DIDNO$|
POLMKNIK }€GERI B.A}TDI'NG

PENGI'MI'MAN
Nomor ................ a)

Berdasarkan b) dengan ini diumumkan bahwa Sdr... c) terbuhi telah
melakukan pelanggaran kode etik berupa d) yang
melanggar Pasal ... ... huruf e) Peraturan Direhur politeknik
Negeri Bandung Nomor Tahun dan menyatakan

....f)

Demikian, pengumuman ini dibuat agar diketahui khalayak umum.

.s)

i). NIP

h)



PETUNJL'K PENGISI.AN

a) Nomor Surat Koputusan

b)
hsar pembuatan pengununar\ misat stnat eanptaan terrnotronan t"taar

c) Nanra PNS yang dikenai sanlcsi

4) Pelanggaran l@d€ etik yang dilalorlcan oloh PNS

e) Pasal dan hurufyang dilanggar oleh PNS

0 Sanl$iyang dikenakur kepada PNS

s) Tempat dan tanggal pembuatan pengumuman

h) Pejabat yang benvenang (lihat Pasal I angka O
i) Nama dan NIP pcjabat yang m€nandaungani pengumuman


